SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi
Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata kelola
Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor
5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 380);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2018 tentang  Penilaian dan = Pemberian
Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1611);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2024 Nomor 8);



Menetapkan

.

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

iin
2.
3

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah Dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembanguan 5 (lima) Tahun.

Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur
kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan
kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Daerah, yang selanjutnya disingkat RIPJPID,
adalah dokumen perencanaan pembangunaan yang bersifat

sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu



(1)

(2)

- 5.

pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam
mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan fungsi
penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan,
serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunaan yang bersifat sistemik,
komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu
pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi diVdalam
mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah
yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai
dengan jangka waktu RPJMD.
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam
RPJMD untuk dipercepat target programnya;
b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan
perangkat Daerah dan pemangku kepentingan ;
c. isu-isu strategi yang berkembang;
kebijakan nasional; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
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Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI
RISET DAN INOVASI DAERAH;

c. BABII : TANTANGAN DAN PELUANG RISET
DAN INOVASI DAERAH;

d. BABIV : ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN

BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM
RISET DAN INOVASI DAERAH;

e. BABV . STRATEGI RISET DAN INOVASI
DAERAH;

f. BABVI : PETA JALAN RISET DAN INOVASI
DAERAH;

g. BAB VII : PENUTUP

Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di

Kabupaten.

Rencana aksi Riset dan Inovasi di Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

Rencana aksi Riset dan Inovasi di Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti
(evidencebased policy); dan

b. program dan target tahunan pengembangan produk
unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan

Inovasi di Kabupaten.
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Rencana aksi Riset dan Inovasi di Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 5

Bupati melaksanakan RIPJPID Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Badan untuk dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RIPJPID.

Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan serta dapat
melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pemangku
kepentingan terkait.

Pelaksanaan kajian riset dan inovasi pada Perangkat Daerah

wajib dikoordinasikan dengan Badan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

SYAFARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA N HUKUM,

YUNITA, ,M.H
NIP. 1971 51998032001



